
1 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Ananta, Aris.  2000. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta:LPFE UI 

 

Daldjoeni,  N. 1998. Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni.  

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(edisi kedua).  Jakarta: Balai Pustaka.  

 

Dirdjisisworo, Soerjono. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. RajaGrafindo:Jakarta.  

 

Fahmal, Muin. 2008. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara.  Jakarta; PT. 

Rineka Cipta.  

 

Ferry,  R.  Anggoro Suryokusumo.  2008. Pelayanan Publik dan Pengelolaan 

Infrastruktur Perkotaan.  Yogyakarta: Sinergi Publishing.  

 

Hadi,  Sutrisno.  2003.  Metodologi Research. Yogyakarta:Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.  

 

Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Jakarta: Gaung Persada Press.  

 

Kartono, Kartini. 1990. Pedagang Kaki Lima, Bandung:UniversitasPharayangan 

.  

Manering,F.L and Kilareski,W.P.1988,Principles of Highway Engineering and 

Traffic Analysis.New York : Wiley. 

 

Moleong, LexiJ. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT 

RemajaRodakarya.  

 

Mustafa,  Ali Achsan.  2008. Transformasi Sosial Masyarakat Marginal.  Malang: 

INSPIRE.  

 

Pariata Werstra, Sutarto & Ibnu Syamsi. 1989. Ensiklopedi Administrasi.  Jakarta: 

CV.  HajinMas Agung.  

 

Rahardjo, Satjipto. 2006. MembedahHukumProgresif. Jakarta:KompasGramedia.  

 

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan (Pengembangan 

Model Konseptual,  Penerapan Citizent’s Charter dan Standar Pelayanan 

Minimal).  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

 

Riant Nugroho D. 2003. Kebijakan Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan 

Evaluasi.  Jakarta: PT.  Elex Media Komputindo Gramedia 



2 

 

 

 

Sedah Ayu Fitriani.  2006. Skripsi. Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Desa 

Ekonomi Simpan Pinjam di Kabupaten Pati. Surakarta: (Tidakditerbitkan) 

FISIP UNS.  

 

Soekanto, Soerjono. 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, RajawaliPers, Jakarta 

 

Soemitro, RonnyHanitjo. 2000. Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat, 

Alumni, Bandung. 

 

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi.  Bandung: Alfabeta.  

 

Sutopo,  H. B.  2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan 

Penerapannya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.  

 

Tadjuddin Noer Effendi. 1995. SDM Peluang Kerja dan Kemiskinan.  

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 

 

Wahab,  Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Van Meter dan Van Horn.1975. The Policy Implementation Process:A Conceptual 

Framework 

 

Wibawa,  Samodra.  1994. Evaluasi Kebijakan Publik.  Jakarta: Raja Grafik 

Persada.  

 

Winarno,  Budi.  2007. Kebijakan Publik (Teori dan Proses).  Yogyakarta: Media 

Pressindo.  
 

JURNAL 

 

HennyPurwanti dan Misnarti.2012. Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 

(STIH) JendralSoedirmanLumajang 
 

 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5Tahun 2011 BAB III Pasal 4. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);  

 

 



3 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11).  

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12).  

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6). 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 T ahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6).  

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 T ahun 2008 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7). 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9).  

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

Peraturan Pemerintah No10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi 

PamongPraja.Pasal 1. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4624).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).  

 

 



4 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 6,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan 

Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (LembaranNegara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 6,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 6,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah,  PemerintahanDaerah Provinsi,  dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,  Tambahan Lembaran 

 



5 

 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593).  

 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentangPengesahan,  Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.  

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 255. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).  

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4966).  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant On Economic,  Social And Cultural Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,  Sosial dan Budaya) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118,  tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4557).  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967).  

 

 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten di Lingkungan Propinsi JawaTimur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730).  

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang 

Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2005 Nomor 119,  tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4558).  

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).  

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851).  

 

 



6 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124,  

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674).  

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725).  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4247).  

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).  

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059).  

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063).  

 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444).  

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886).  

 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun2004 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutananmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401).  

 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara 

 



7 

 

 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4928).  

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang BendaCagar Budaya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3470).  

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50,  tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4386).  

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209).  

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).  

 

 

 


